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Pendahuluan

Partai politik menjadi salah satu instrumen penting bagi demokrasi, utamanya demokrasi
elektoral. Keterhubungan antara partai politik dengan demokrasi memang tak terbantahkan. Ada
beberapa pernyataan pakar yang menguatkan keterhubungan tersebut. Merujuk pada pendapat
Scarrow, Kacung Marijan menggarisbawahi bahwa sejarah munculnya partai-partai politik di
negara yang satu dengan negara yang lain memang tidak selalu sama. Tetapi, ada satu benang
merah yang mempertemukannya, yaitu bahwa kemunculan partai-partai itu bebanding lurus
dengan tumbuhnya proses demokratisasi.. Sejalan dengan pendapat tersebut, Syamsudin Haris
mengatakan bahwa institusi partai politik merupakan salah satu pilar terpenting bagi bangunan
demokrasi selain institusi pemilihan umum, eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers. Begitu
pentingnya partai politik hingga dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa kehadiran partai
politik.* Pendapat Jose Ramon Montero dan Richard Gunter lebih riil lagi tentang keberadaan
partai politik dalam demokrasi dengan mengatakan,”...parties have always been among the
handful of institutions whose activities are absolutely essential for the proper functioning of

representative democracy®. Dengan kata lain, Montero dan Gunter ini menegaskan bahwa partai

! Makalah disampaikan dalam Simposium Hukum Tata Negara,diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 29-30
Juni 2019, kerjasama Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Ull dengan Kementrian Hukum dan HAM
RI.

2 Penulis adalah dosen Hukum Tata Negara FH UII.

3 Kacung Marijan,2016, Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Edisi Pertama,
Cetakan ke-5, Kencana, ,Jakarta, him.59

4 Syamsudin Haris, 2014, Partai, Pemilu,dan Parlemen Era Reformasi, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, Jakarta, him.45

5 Jose Ramon Montero dan Rchard Gunter,2002, “Introduction: Reviewing and Reassessing Parties”, dalam
Richard Gunther, Jose Ramon Montero, dan Juan J.Linz (edit), Political Parties, Oxford University Pres Inc, New
York, him. 2-3



politik merupakan sebuah institusi yang aktifitasnya menjadi sangat essensial bagi bekerjanya
representative democracy. Dengan melihat peran yang dimainkan partai politk dalam demokrasi,
Kennet Wollack dan Ivan Doherty mengatakan: “Democracy needs strong and sustainable
political parties with the capacity to represent citizens and provide policy choices that
demonstrate their ability to govern for the public good”.® Pendapat 2 (dua) pemimpin National
Democratic Institute (NDI),- sebuah lembaga yang mempunyai concern dalam riset dan kajian-
kajian ilmiah mengenai instrumen-instrumen demokrasi,- tersebut selalu dijadikan sebagai
pengantar di setiap publikasi NDI. Kenneth Janda juga mengatakan, “in most advanced
democracies, political parties were created and grew strong without being mentioned in national
constitutions”” S.C. Stokes juga mengatakan, “political parties organize politics in every
democracy. Bahkan beberapa kali Stokes mengatakan political parties are endemic to democracy
“8 Jika mencermati berbagai pernyataan tersebut, titik simpulannya yaitu betapa penting
keberadaan partai politik dalam demokrasi. Demokrasi tanpa partai politik ibarat sebuah rumah

tanpa pilar.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang lahir dengan pilihan menjadi negara
demokrasi. Setidaknya hal itu dapat dicermati dari pemikiran founding fathers, diantaranya

Soekarno, dalam sidang BPUPKI. Mengenai demokrasi itu sendiri Soekarno mengatakan bahwa:

“kalau kita mencari demokrasi, bukanlah demokrasi Barat, yaitu permusyawaratan yang
memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan
kesejahteraan social! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud
dengan Ratu-Adil?Yang dimaksud dengan faham ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid,

& Kennet Wollack dan Ivan Doherty, Preface untuk tulisan Kenneth Janda,”Political Parties and Democracy In
Theoretical ~ And  Practical ~ Perspectives, Adopting ~ Party  Law”, him.1, diakses dari
www.eods.eu/library/NDI.Political Parties And Democracy In Theoretical And Practical Perspectives.pdf, 25 Juni
2019, pukul 11:37 WIB

" Kenneth Janda, ibid, him.23

8 §.C.Stokes, Political Parties and Democracy”, Annual Reviews Journal, hlm. 243,245 dan 246, diakses dari
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annualrev.polisci.2.1.243, 26 Juni 2019, pukul 11:43 WIB.
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rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan Kkurang
pakaian,menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan ratu Adil.
Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul2 mengerti,mengingat, mencinta rakyat
Indonesia, marilah kita terima prinsip hal  sociale rechtvaardigheid ini yaitu bukan saja
persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan
persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-bakinya. Saudara-saudara, badan
permusyawaratan yang kita buat hendaknya bukan badan permusyawaratan politiek demokratie
saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke
rechtvaardigheid dan sociale rechtveaardigheid °

Meskipun pendapat Soekarno berkaitan dengan pilihan aliran demokrasi, tetapi pendapat
tersebut telah menyiratkan semangat menjadikan negara Indonesia sebagai sebuah negara
demokrasi. Institusi-institusi demokrasi yang akan dibangun di negara Indonesia, hendaklah
dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Inilah pesan tersurat dari
Soekarno. Setelah menjadi negara merdeka, demokrasi di Indonesia tidak cukup berada pada
ranah gagasan dan norma. Demokrasi di Indonesia harus dapat diwujudkan dalam praktik
ketatanegaraan. Salah satu cara untuk mewujudkan demokrasi tesebut yaitu dengan melahirkan
institusi demokrasi, dan salah satu institusi adalah partai politik. Pasal 28 UUD Tahun 1945
menjadi dasar konstitusional bagi partai politik, meskipun bersifat umum. Pada fase awal
kemerdekaan, dasar konstitusional tersebut ternyata tidak cukup, maka tidak lama setelah
merdeka, keluar Maklumat Pemerintah 3 November Tahun 1945 yang memberi dasar bagi
tumbuhnya partai politik di Indonesia'®. Seiring dengan perjalanan bangsa ini, keberadaan partai-
partai politik di Indonesia semakin jelas dalam kontestasi di Pemilihan Umum Tahun 1955.
Meskipun kemudian diwarnai oleh pasang surut, hingga hari ini, negara Indonesia tetap memberi

tempat bagi partai politik. Hal itu dapat dilihat dari Pemilu Orde Baru hingga di era reformasi

9 Lihat dalam Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (penyunting), Risalah Sidang Badan Persiapan Usaha-Usaha
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara
Republik Indonesia, Jakarta, 1998, him.,hIm. 100.

10 Maklumat Tanggal 3 November Tahun 1945 dikeluarkan sebagai instrumen hukum pertama bagi tumbuhnya
partai-partai politik di Indonesia guna menghadapai rencana Pemilu tahun 1946. Pemilu yang bersifat nasional itu
sendiri baru dapat dilaksanakan tahun 1955.



sekarang ini.'!Dan ternyata dengan mencermati perkembangannya, munculnya partai-partai
politik di Indonesia di samping faktor iklim demokrasi, juga terkait dengan karakteristik

masyarakat Indonesia yang majemuk.*?
Sistem kepartaian dan Fungsi Partai Politik

Peter Mair mengklasifikasikan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai (the number
of parties in the system), yaitu limited pluralism dan extreme pluralism. Limited pluralism terdiri
dari 2 (dua) sampai 5 (lima) partai politik, dan extreme pluralism terdiri dari 6 (enam) atau lebih
partai politik.X® Meskipun secara eksplisit Geovanni Sartori tidak membuat kategori tentang
sistem kepartaian, tetapi dalam bukunya, Parties and Party System, A framework for analysis, ia
menggambarkan adanya Single Party'4, Two Party System?®, dan Hegemonic Party!®. Miriam
Budiardjo mengkategorikan sistem kepartaian menjadi 3 (tiga) yaitu: sistem partai tunggal,

sistem dwi partai, dan sistem multi partai.l” Sistem partai tunggal terasa janggal disebut sebagai

11 Tahun 1955, ada lebih dari 10 partai politik yang mendapatkan suara. Tahun 1971, ada 10 (sepuluh) partai politik
yang mengikuti Pemilu Tahun 1971. Sejak Pemilu tahun 1977 hingga Pemilu tahun 1997, kontestasi partai politik
dalam Pemilu hanya 3 (tiga) partai politik (PPP,Golkar, dan PDI). Di era reformasi, partai politik peserta pemilu
mengalami pasang surut. Pemilu Tahun 1999 diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik, Pemilu Tahun
2004 diikuti oleh 24 (dua puluh empat) partai politik, Pemilu Tahun 1999 diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai
politik, Pemilu Tahun 2014 diikuti oleh 12 (dua belas) partai politik nasional dan 3 (tiga) partai politik lokal di
Aceh, dan Pemilu tahun 2019 diikuti oleh 16 (enam belas) partai politik nasional, dan 4 (empat) partai lokal di Aceh.
Sumber:https://www.kpu.go.id

12 Kacung Marijan, Op.Cit.,hlm. 61.

13 Peter Mair dalam “Parties and Party System”, dalam introduction untuk buku Geovanni Sartori, 2005, Parties and
Party System, A framework for analysis, ECPR, ,UK, him. xvi

14 Single party menurut Geovanni Sartori merupakan kategori partai non competitive, one party means only one
party exists and is allowed to exist. Ada 3 (tiga) sub tipe single party: one-party totalitarian, one-party
authoritarian, dan one- party pragmatic. Dua sub tipe pertama sangat mapan di bawah rezim dictatorship. Lihat
Geovanni Sartori, ibid.him. 197.

15 Ada 4 (empat) hal yang melekat dalam two party system:1). Two parties are in position to complete for the
absolute majority of seats.;2). One of two parties actually succeeds in winning a sufficient parliamentary
majority;3) this party is willing to govern alone;4).alternation or rotation in power remains a credible expectation.
Ibid.hIm.164, dan 267

Menurut Sartori, The hegemonic party neither allows for a formal nor a de facto competition power.Dalam
hegemonic party, other parties are permitted to exists, but as second class, licensed parties: for they are not
permitted to complete with the hegemonic party in antagonistic terms and on an equal basis. Geovanni Sartori,
Ibid.hIm.204.

7 Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar IImu Politik,edisi revisi, Gramedia, Jakarta,hlm. 415-418



sistem, karena sistem mengandung lebih dari satu bagian. Namun pada kenyataannya, partai
tunggal benar-benar ada secara faktual seperti di China dan Kuba.*® Sistem dwi partai mengarah
pada dua partai dari beberapa partai yang berhasil memenangkan tempat teratas pertama dan
kedua dalam pemilu secara bergiliran. Sistem dwi partai biasanya menghasilkan pola partai yang
berkuasa dan partai oposisi. ¥ Sistem multi partai sering dianggap sebagai sistem kepartaian
yang lebih sesuai dengan keragaman budaya politik suatu masyarakat. Meskipun demikian,
sistem ini rawan tidak menghasilkan 1 (satu) partai yang cukup kuat untuk membentuk

pemerintahan. Konsekwensinya, partai-partai harus berkoalisi untuk membentuk pemerintahan.?°

Sejarah mengenai sistem kepartaian di Indonesia menunjukan pilihannya pada sistem
multi partai. Orde lama menganut sistem multi partai yang extreme pluralism, karena jumlah
partai politik yang ada lebih dari 6 dengan keragaman basis ideologi (berbasis agama, nasionalis,
dan komunis). Kemudian, masa Orde Baru menganut sistem multi partai yang limited pluralism
dengan pembatasan jumlah (hanya ada 3 partai politik) dan basis ideologi yang sangat ketat
(berlaku asas tunggal Pancasila). Sistem kepartaian Orde Baru melahirkan 1 (satu) partai sebagai
the hegemonic party yang selalu menang dalam 6 (enam) kali Pemilu dan menjadi partai
pemerintah. Orde Reformasi menganut sistem multi partai yang cenderung extreme pluralism
(karena di setiap Pemilu jumlahnya lebih dari 5 partai politik), dengan pembatasan ideologi yang
lebih longgar dibanding pada masa Orde Baru, namun tidak lebih longgar dari masa Orde Lama.
Sistem yang kini dianut memang membawa konsekwensi tidak adanya 1 (satu) partai yang
menjadi pemenang mutlak dalam setiap Pemilu (kuantifikasi mutlak biasanya mengarah pada

angka 50% +1). Akibatnya pemerintahan yang dibentuk harus mencerminkan koalisi partai

18 Ibid.,hIm. 415
19 Ibid.,hIm.416-417
20 1bid.,hlm. 419



politik karena tidak ada satupun partai yang benar-benar memiliki otoritas yang paling kuat

dalam membentuk pemerintahan.

Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi juga harus memiliki fungsi. Fungsi
yang ditunjukan oleh partai politikpun bisa sangat beragam. Menurut Pippa Norris, “political
parties can serve multiple function. They are necessary to build and aggregate support among
broad coalition of citizens’ organization and gropus, to integrate multiple conflicting demands
into coherent policy programs, to select and train legislative candidates and political leaders; to
provide voters with choices among governing teams and policies; and, if elected to office, to
organize the process of government and stand collectively accountable for their actions in

subsequent contests”. 2'Fungsi-fungsi tersebut dapat dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. The integration and mobilization of citizens
2. The articulation and aggregation of interests
3. The formulation of public policy

4. The recruitment of political leaders

5. The organization of parliament and government??

Dalam konteks kebijakan publik, partai politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk
untuk difungsikan guna mempengaruhi karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-
prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau

melalui partisipasi rakyat dalam pemilihan.?® Dengan demikian, partai politik mempunyai

21 Pippa Norris, “Political Parties and Democracy In Theoretical And Practical Perspectives, Development In Party
Communication”,  him.4,  diakses  https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/NDI  Final  Booklet-
Communications.pdf, tanggal 25 Juni 2019, pukul 11:58 WIB

22 | bid

2 Mark N. Hagopian, Regimes, Movement, and Ideologies, New York and London Lonman, 1978, sebagaimana
dikutip oleh Ihlasul Amal, 1996, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, edisi kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta, him
XV.
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karakter sebagai organisasi yang membidik kekuasaan, dan dengan kekuasaannya itu partai

politik dapat mengambil peran dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Secara garis besar, fungsi partai politik dapat dibedakan dalam 2 (dua) garis besar.
Pertama, peran dan tugas internal organisasi partai politik. Secara internal, partai politik
memegang peran penting dalam melakukan pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan
melanggengkan ideologi yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, fungsi
eksternal organisasi. Fungsi ini terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Pada fungsi
eksternal ini partai mempunyai tanggungjawab konstitutional, moral, dan etik untuk membawa
kondisi masyarakat Indonesia pada keadaan yang lebih baik. 2* Fungsi-fungsi tersebut dapat
diidentifikasi menjadi: Fungsi rekrutmen dan seleksi pemimpin, fungsi melahirkan program
politik dan membentuk opini publik, fungsi mengontrol pemerintah, fungsi melakukan integrasi

sosial dalam ideologi politik, , dan fungsi edukasi politik,>

Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dan Revitalisasnya Untuk Penguatan Sistem

Kepartaian di Indonesia

Dalam menjalankan fungsinya, baik fungsi yang idealis maupun fungsi yang pragmatis,
partai tentu tidak dapat bekerja sendiri. Maka dari itu, partai politik kemudian menciptakan
organisasi yang menjadi sayap partai guna mendukung realisasi fungsi-fungsi partai politik.
Organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang berada dibawah kontrol partai politik,
sering juga disebut organisasi onderbouw partai politik. Menurut National Democratic Institute,
kebanyakan partai politik di dunia ini mempunyai kelompok-kelompok yang terafiliasi (affiliated

groups) dengan partai politik. Kelompok-kelompok ini berdiri berdasarkan basis segmentasi

24 Firmanzah, 2011, Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi,
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hIm. 70.
25 Ibid.,hIm.71-80



keanggotaan seperti kaum perempuan, kaum muda, atau berbasis issu yang menjadi concern
gerakannya. Keberadaan affiliated groups ini untuk memobilisasi partisipasi dalam aktifitas
politik. 2®Tidak hanya memobiliasi partisipasi politik, peran affiliated groups ini juga dapat
ditunjukan melalui program yang lebih berkualitas dan mempunyai manfaat yang nyata bagi issu
yang menjadi concern kelompok tersebut. Sebagai contoh, tahun 2006, The Canadian Liberal
Women’s Caucus, Sebuah organisasi sayap partai dari Liberal Party di Canada, meluncurkan
Pink Book sebuah dokumen yang berisi rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk: early

learning and child care, income security, improved maternity and parental benefit.?’

Di Indonesia secara normatif belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur
secara memadai mengenai OSP. Maka hingga hari jika kita akan mengkaji mengenai OSP dari
aspek hukum, belum ada definisi baku, syarat dan prosedur pembentukannya, hak dan
kewajiban, hubungan dengan partai politik, dan lain sebagainya mengenai OSP. Dari sisi
pemgaturan, OSP hanya ditemukan dalam Pasal 12 huruf j UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik, itupun berkaitan dengan hak partai politik?®. Penjelasan pasal tersebut
menyebutkan bahwa OSP merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri

sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik.?°

Meskipun tidak ada aturan yang memadai mengenai OSP, pada faktanya, di Indonesia
ada sejumlah partai politik yang mempunyai organisasi sayap partai politik. Partai Golongan

Karya (Golkar) mempunyai OSP, antara lain: Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI),

% National Democratic Institute, “Political Parties and Democracy In Theoretical And Practical Perspectives,
Develponing Party Policies,” him.25., diakses dari https://www.ndi.org/sites/default/files/FINAL-Policy-
Development-PDF-2.pdf, 26 Juni 2019, pukul 10:51 WIB.

27 |bid.

28 Dalam Pasal 12 hurif j UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ditentukan salah satu hak Partai Politik yaitu:
membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik. Lihat UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.

2 Lihat penjelasan Pasal 12 huruf j UU No,2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801.
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Himpunan Wanita Karya (HWK), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), dan MKGR. Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai OSP, antara lain: Banteng Muda
Indonesia, Taruna Merah Putih, dan Baitul Muslimin. Partai Demokrat mempunyai OSP, antara
lain: Barisan Massa Demokrat, Insan Muda Demokrat, dan DPP Perempuan Demokrat. Partai
Amanat Nasional (PAN) mempunyai OSP, antara lain : Perempuan Amanat Nasional (PUAN),
Barisan Muda Penegak Amanat Nasional, Garda Muda Nasional. PKB mempunyai OSP, antara
lain: Gerakam Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) dan Dewan Koordinasi Nasional Garda
Bangsa. Gerindra antara lain mempunyai OSP, antara lain: Tunas Indonesia Raya (TIDAR),
Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA). PKS

mempunyai OSP, antara lain: Garda Keadilan, dan Gema Keadilan.*°

Keberadaan OSP tersebut berkolerasi dengan fungsi yang harus dilakukan oleh partai
politik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik, yaitu:

1. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya

2. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan
dan menetapkan kebijakan negara

3. Sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia

%0Dirangkum  dari bebagai sumber, antara lain: https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan, https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Garakan
_Rakyat_Indonesia_Raya,https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera,
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat,https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Hati_Nurani_Rakyat,
https://nasional.sindonews.com/read/866709/113/lima-organisasi-sayap-pan-siap-menangkan-prabowo-hatta-
1400848366, https://politik,rmol.id/read/2018/11/343637/10-organisasi-sayap-partai-demokrat-akan-gelar-silatnas,
https://indopos.co.id/read/2017/03/28/92856/hanura-pangkas-7-sayap-partai-jadi-3,
https://nasional.sindonews.com/read/737832/12/organisasi-sayap-pkb-siap-ulang-sejarah-1365899035
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4. Sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan daan keadilan gender.

Jika melihat begitu banyaknya fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik secara
secara yuridis, maka partai politik memang memerlukan supporting organ semacam OSP guna
mengoptimakan fungsi partai politik. OSP dapat membantu partai politik dalam
mengintegrasikan dan memobilisasi massa, mengartikulasikan kepentingan, membuat kebijakan,
rekrutmen politik, dan membantu peran partai politik di parlemen maupun di pemerintahan.
Dengan kata lain, sebenarnya OSP ini merupakan salah satu mesin penggerak bagi partai
politik. Dengan demikian OSP sesungguhnya mempunyai 3 (tiga) : 1). peran etik seperti
menciptakan masyarakat yang demokratis, menjaga nasionalisme, ikut menciptakan well order
society ;2). Peran strategis sebagai supporting organ dan mesin plitik bagi partai politik, dan ;3).
Peran taktis seperti ikut mengambil peran dalam pengambilan kebijakan publik dan terlibat

dalam proses rekrutmen jabatan politik.

Jika OSP dianggap sebagai bagian penting bagi kinerja partai, maka sudah saatnya masing-
masing partai politik di Indonesia dapar merevitalisasi OSP yang berada dibawah kendalinya
untuk memgoptmilkan peran partai politik dalam menciptakan kondisi masyarakat yang lebih
baik (atau meminjam istilah Prof. Firmanzah, partai politik melaksanakan tanggungjawab
konstitusional, moral dan etik untuk terciptanya kondisi dan situasi masyakarakat yang lebih

baik). Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merevitalisasi OSP, yaitu :
1. Aspek Hukum.
Aspek hukum ini menjadi titik tolak untuk melakukan revitalisasi, mengingat sampai hari

ini belum ada aturan hukum yang memedai mengenai OSP. Meskipun pada saat ini terdapat
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begitu banyak OSP, tetapi sesungguhnya dasar hukumnya sangat lemah. Oleh karena itu negara
harus segera mengambil legal policy agar OSP mempunyai pijakan hukum yang kuat dan jelas di
masa yang akan datang. Legal policy ini dapat berupa revisi Undang-Undang Partai Politik
dengan memasukan pengaturan mengenai OSP dalam Bab tersendiri. Cakupan legal policy harus
memberi kepastian hukum akan pengertian OSP, asas, tujuan, syarat dan prosedur
pembentukannya, hak dan kewajiban, kepengurusan dan keanggotaan, hubungan dengan partai

politik, pengawasan, dan sanksi bagi OSP.
2. Aspek Ideologi OSP.

Ideologi memuat filsafat dasar, sistem nilai, dan tujuan politik. Tanpa ideologi, politik
hanya akan terperangkap menjadi sekedar mekanisme untuk berkuasa.®! Ideologi melekat dalam
aktifitas politik, jika ideologi berakhir dan mati, maka berakhir pula aktivitas politik. Semangat
dan basis perjuangan untuk menciptakan tatanan masyarakat modern justru harus dilandasi oleh
ideologi.*?Ideologi merupakan salah satu identitas penting bagi partai politik selain
patronage,and organizational culture.®® Kajian yang dilakukan oleh NDI menunjukan, as
political parties work to develop their policies, clearly defined ideologies help serve as a
political compass of sorts.®* Aktifitas OSP harus mempunyai landasan ideologi yang kuat agar
gerakan OSP mempunyai arah yang jelas. Ideologi OSP merupakan pemandu agar OSP tidak

keluar dari jalur yang seharusnya.

31 Firmanzah, Op.Cit., hIm. xxx

32 |bid.,hIm.x|

33 National Democratic Institute, “Political Parties and Democracy In Theoretical And Practical Perspectives,
Develponing Party Policies, Op.Cit.,him.9.

3 Ibid., him. 15
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3. Memperjelas Visi dan Missi.

Visi dan Missi OSP pada dasarnya sebagai pijakan mengenai apa yang akan dicapai oleh
OSP . Visi dan Missi yang jelas dan dapat dioperasionalisasikan, akan menjadikan OSP sebagai
organisai yang patut diperhitungkan. Visi dan Missi ini tentu harus sejalan dengan Visi dan Missi

Partai induk dari OSP itu sendiri.

4. Platform, Action Plan dan Road Map.

Setiap OSP tentu mempunyai segmentasi dan basis issu yang lebih spesifik. OSP sudah
seharusnya membuat Platform, Action Plan dan Road Map yang sesuai dengan segmentasi dan
basis issu OSP. Platform OSP dapat diderivasi dari Platform partai induknya, disesuaikan
dengan apa yang menjadi concern OSP. Action Plan disusun untuk melaksanakan Platform, dan
Road Map dibuat sebagai alur dan tahapan-tahapan untuk merealisasikan apa yang tercantum
dalam platform sesuai action plan-nya. Platform, Action Plan, dan Road Map realistik dan
dapat dilaksanakan tentu akan menjadi nilai lebih bagi OSP, dan hal ini akan sangat membantu
Kiprah partai politik di tengah masyarakat. Karena partai politik lebih fokus pada issu nasional
yang bersifat populis, maka OSP dapat mengambil lahan yang belum tergarap secara optimal
oleh partai politik. Sudah saatnya OSP hadir tidak sekedar menjadi “penggembira” bagi partai
politik, atau menjadi pendukung partai politik ketika partai politik menjadi kontestan Pemilu,
tapi OSP seharusnya bergerak lebih dekat pada jantung masyarakat, untuk mendengar,
menampung dan ikut memperjuangkan aspirasi masyarakt. Bahkan OSP juga dapat menawarkan
konsep alternatif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan publik atau untuk melaksanakan

program-program tertentu.
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5. Personalia OSP

OSP tidak akan berkiprah secara optimal apabila tidak mempunyai personalia yang siap
menjadi relawan. Energi OSP berada pada personalia yang mempunyai tekad dan motivasi kuat
memajukan OSP. Personalia OSP menjadi elemen yang sangat penting, sebab personalia ini
merupakan aktor penggerak utama OSP. Personalia OSP dapat diklasifikasikan menjadi :
mereka yang menjadi konseptor; dan mereka yang menjadi penggerak untuk melaksanakan

program. Keduanya harus bersinergi agar aktifitas OSP dapat maksimal

6. Dukungan Finansial serta Sarana dan Prasarana

Sebagus apapun program OSP, jika tidak ada dukungan finansial yang memadai, maka
program hanyalah dokumen tertulis. Dukungan finansial OSP bisa jadi sangat tergantung pada
partai induknya, kecuali OSP itu memiliki sumber pendanaan sendiri di luar dana yang diperoleh
dari partai politik induknya. Jika sumber-sumber pendapatan partai sudah ditentukan secara
hokum, demikian halnya juga seharusnya bagi OSP. Selain dukungan finansial, OSP juga
membutuhkan dukungan sarana dan prasarana seperti tempat yang memadai beserta fasilitas

pendukungnya guna menunjang aktifias OSP.

Penutup

Keberadaan OSP ternyata tidak dapat diremehkan, baik dalam konteks demokrasi,
maupun dalam konteks praktik politik yang melibatkan partai politik. OSP ada karena ada partai
politik, dan partai politik lahir sebagai bagian dari negara demokrasi. Maka dari itu, selama
demokrasi berkembang, partai politik juga berkembang, dengan sendirinya OSP juga akan turut
berkembang. Mengingat OSP di Indonesia begitu banyak dan perannya sangat berkaitan dengan

fungsi partai politik, sementara dari sisi aturan memiliki kelemahan, maka kondisi ini harus
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segera diantisipasi oleh negara agar ke depan terdapat dasar hukum yang kuat dan memadai bagi

keberadaan dan keberlanjutan kiprah OSP.
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